
 

  WALIKOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  

NOMOR 26 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

REKLAME DI BANGUNAN PERMANEN PADA 

KAWASAN KETANDAN YOGYAKARTA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka melindungi dan melestarikan bangunan 

cagar budaya di Kawasan Ketandan, maka perlu ada 

pengaturan terkait penyelenggaraan reklame di bangunan 

permanen pada Kawasan Ketandan; 

    

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Yogyakarta tentang Reklame di Bangunan Permanen pada 

Kawasan Ketandan Yogyakarta; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 859); 

    

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

    

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

    

 

 



  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

    

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

    

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5168); 

    

  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 

    

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

    

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4532); 

    

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

    

  11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar 

Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6); 

    



  12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan 

dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); 

    

  13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan 

Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12); 

    

  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 

Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62); 

    

  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 55); 

    

  16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 (Lembaran 

Daerah Tahun 2010 Nomor 2); 

    

  17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 

1); 

    

  18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2); 

    

  19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 

(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 23); 

    

  20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame 

(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 24); 

    

 
  



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKLAME DI BANGUNAN   

PERMANEN PADA KAWASAN KETANDAN YOGYAKARTA. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. 

2. Papan/billboard adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, 

dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan 

lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri 

sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat 

permanen. 

3. Cahaya adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan 

bahan plastik, fiber glas/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang 

pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi 

tetap dan bersifat permanen. 

4. Penyelenggara Reklame adalah Penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan 

oleh perorangan atau badan, baik untuk dan atas namanya sendiri atau 

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

5. Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak 

bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau 

sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun 

serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan. 

6. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

 
  



Pasal 2 

 
Pengaturan reklame di Kawasan Ketandan bertujuan untuk : 

a. memperlihatkan wajah budaya Ketandan; dan 

b. menambah nilai estetika, selaras dan teratur. 
 

 
 

BAB II 

JENIS DAN KETENTUAN TEKNIS REKLAME 

Pasal 3 

 

Jenis reklame media luar ruang yang dapat diselenggarakan di bangunan 

permanen pada Kawasan Ketandan yaitu : 

a. papan/billboard; dan 

b. cahaya. 
 

 
Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan reklame di bangunan permanen pada Kawasan Ketandan 

dilaksanakan pada bentuk muka bangunan. 

(2) Ketentuan teknis penyelenggaraan reklame pada bentuk muka bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. posisi sejajar dengan jalan dan sitempatkan pada listplank muka depan 

bangunan; 

b.  karakter warna dan tulisan reklame disesuaikan dengan karakter 

Kawasan Ketandan; 

c. tidak boleh menutup ornament/ arsitektural bangunan maupun atap 

bangunan; 

d. tinggi reklame paling tinggi 1 (satu) meter; dan 

e. panjang reklame paling panjang setengah dari panjang listplank muka 

depan bangunan. 

 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

 
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin Penyelenggaraan Reklame 

yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai 

dengan masa izinnya berakhir. 

 
 
 
 
 

 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

 
  Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal   16 April 2018        
 

      WALIKOTA YOGYAKARTA 
 

ttd 

 
 
             HARYADI SUYUTI 

 

 
 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 16 April 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

  

                                ttd 

 
 

TITIK SULASTRI 
 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 26 
 
 
 


